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BAB I
METODE PENELITIAN
3.1  Jenis Penelitian Normatif

Dilihat dari sudut pandang filsafat ilmu, maka ilmu hukum normatif
adalah ilmu hukum yang bersifat ius sui generis atau ilmu yang tidak dapat
dibandingkan dengan dengan ilmu-ilmu lainnya. Fokus kajiannya adalah hukum
positif atau dapat juga di kenal dengan beberapa istilah seperti ilmu hukum
dogmatik, atau dogmatik hukum, dan juga dikenal Jurisprudence (Nasution,
2008).

Pada inti dari istilah tersebut sebenarnya menunjuk dan bertumpu pada hal
yang sama Yyaitu ilmu yang mengkaji hukum positif dan mempunyai tugas,
diantaranya seperti mendiskripsi hukum positif, mensistematisasi hukum positif,
menginterpretasi hukum positif, menilai hukum positif, dan menganalisis hukum
positif.

Dalam menilai hukum positif, ilmu hukum nomatif tidak bebas nilai tetapi
sarat nilai dan berkaitan langsung dengan rechtsidee. Kemudian dari rechsidee
menjadi tujuan hukum. Illmu hukum positif berusaha mewujudkan tujuan hukum
dalam setiap putusan atau pendapat. Anotasi hukum senantiasa syarat dengan
rechtsidee. (Amiruddin dan Asikin, 2010)

Hukum positif yang dimaksudkan di sini adalah hukum yang berlaku pada
suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan atau norma tertulis yang

secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh penguasa, disamping hukum yang
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tertulis tersebut terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis yang
secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat.

Norma tersebut pada hakekatnya berisifat kemasyarakatan, hal ini
dikarenakan norma selain berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat juga
merupakan hasil dari kehidupan bermasyarakat. Norma merupakan manifestasi
dari sistem nilai yang telah dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Melalui
sosialisasi yang panjang norma-norma tersebut diinternalisasikan pada seluruh
anggota masyarakat.

Didalam kehidupan manusia terdapat berbagai macam norma seperti:
norma moral, norma susila, norma etika, norma agama, norma hukum, dan lain-
lain. Di antara norma-norma tersebut norma hukum merupakan norma yang
paling kuat berlakunya, karena bagi pelanggarnya dapat diancam sanksi pidana
atau sanksi pemaksa oleh kekuasaan negara, oleh karena itu norma hukum
mempunyai sifat keberlakuan yang heteronom sedang norma-norma lain
mempunyai sifat keberlakuan yang otonom. (Nasution, 2008)

Terkait dengan jenis penelitian di atas penelitian yang Penulis gunakan
adalah penelitian normatif. Maksudnya adalah penelitian yang berdasarkan pada
kajian yang sesuai dengan teori dan aturan hukum yang telah ditetapkan
sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan menjadi Undang-Undang. Adapun data yang diperoleh melalui kajian

normatif adalah mengumpulkan informasi dari studi perpustakaan.



46

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metodologi atau metode sama diartikan dengan “jalan ke”. Namun
demikian, menurut kebiasaaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-
kemungkinan, sebagai berikut:

1. Suatu pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;

2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;

3. Cara tertentu untuk melaksanaan suatu prosedur (Soekanto, 2014).
Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah meliputi studi
kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan kajian secara kritis bahan-bahan yang
berkaitan dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian, bahan-bahan
pustaka yang dikaji ini kemudian dirinci secara sistematis dan dianalisis secara
deduktif. (Nasution, 2008) Jadi kajian kepustakaan yang Penulis gunakan
menyangkut tentang bahan primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan

yang penulis angkat.

3.2.1 Sumber Data

Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan
pengkajian hukum adalah bahan hukum bukan data atau faktor sosial, karena
dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang
berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri

dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
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a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan
mengikat. Informasi yang Penulis ambil berwujud dokumentasi yakni
buku-buku, berkas-berkas perkara, dan tulisan-tulisan yang berkaitan
dengan penelitian yang Penulis bahas. Adapun bahan-bahan hukum
primer, adalah:
1) Norma atau jaidah dasar, yaitu pebukaan Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia 1945;
2) Peraturan dasar, yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia 1945;
3) Peraturan perundang-undangan;
4) Bahan hukum yang tidak dikondifikasi, seperti hukum adat;
5) Yurisprudensi;
6) Traktat; dan
7) Bahan hukum yang merupakan warisan penjajah, seperti KUHP.
(HS, H. Salim Dan Nurnani, 2014)
b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-
hasil penelitian, pendpat pakar hukum, hasil karya dari kalangan hukum
dan seterusnya. (Amiruddin dan Asikin, 2010)
Dengan kata lain, Penulis peroleh dari buku-buku literatur yang berkaitan

dengan teori yang berkaitan dengan yang dibahas, makalah, artikel, jurnal
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dan karya tulis ilmiah lainnya. Sumber data ini bertujuan untuk
melengkapi pembahasan landasan teoritis di samping adanya sumber
hukum utama atau primer.

c. Data hukum Tersier

Data hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, seperti
kamus hukum, ensiklopedia dan indeks kumulatif. (Amiruddin dan Asikin,
2010)

Hukum tersier ini merupakan sumber yang bertujuan untuk melengkapi
data-data yang belum lengkap melalui sumber hukum primer dan
sekunder. Adapun literatur yang penulis peroleh untuk melengkapi data
dari pembahasan ini adalah kamus hukum, ensiklopedia, situs, dan sumber

lainya yang dapat mendukung hasil penelitian penulis.

Alat Pengumpulan Data

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum

normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk

mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi

dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai

dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan

maupun dokumen-dokumen yang sudah ada. (HS, H. Salim Dan Nurnani, 2014)

Jadi, hasil dari penelitian penulis ini dengan cara mengumpulkan data-data

berdasarkan studi perpustakaan.
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3.3  Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data
kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar berdasarkan studi perpustakaan.
Pada tahap ini data dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-
kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam
penelitian.

Metode analisis yang Penulis gunakan adalah dengan melakukan
pendekatan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisi data yang
tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran atau
deskrisi dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih
mengutamakan mutu atau kualitas dari data, dan bukan kuantitas. (HS, H. Salim

Dan Nurnani, 2014)

34 Penelitian Terdahulu

3.4.1. Winarno Budyatmojo, Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal

Loging (Antara Harapan Dan Kenyataan), Yustisia Vol.2 No.2 Mei -

Agustus 2013 ISSN 1978-340x (Jurnal Kehutanan 1)

Tindak pidana illegal logging/penebangan liar menunjukan adanya suatu
rangkaian kegiatan yang merupakan suatu mata rantai yang saling terkait, mulai
dari sumber atau prosedur kayu illegal atau yang melakukan penebangan kayu
secar illegal hingga ke konsumen atau pengguna bahan baku kayu. Kayu tersebut
melalui proses penyaringan yang illegal, pengangkutan illegal dan proses eksport

atau penjualan yang illegal. Proses penebangan liar ini, dalam perkembangannya
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semakin nyata terjadi dan sering kali kayu—kayu illegal hasil dari penebangan
yang liar itu dicuci (dilegalkan) terlebih dahulu sebelum memasuki pasar yang
legal, artinya bahwa kayu-kayu pada hakekatnya adalah illegal, dilegalkan oleh
pihak-pihak tertentu yang bekerja sama dengan oknum aparat, sehingga kayu-
kayu tersebut memasuki pasar, maka sulit lagi diidentifikasi mana yang
merupakan kayu illegal dan mana yang merupakan kayu legal.

Upaya pencegahan telah dilakukan pemerintah untuk mem-berantas illegal
logging yaitu telah membuat banyak kesepakatan dengan negara lain dalam upaya
penegakan hukum terhadap illegal logging dan perdagangan illegal, seperti
Inggris, Uni Eropa, RRC, Jepang dan Korea Selatan. Juga tidak kalah banyaknya
adalah upaya LSM Internasional dan lembaga donor membantu Indonesia dalam
memberantas illegal logging. Berbagai pertemuan telah dilakukan, namun
senyatanya rencana-rencana aksi yang dibuat seringkali tidak menyelesaikan akar
masalah. Sedangkan di dalam negeri, menurut Departemen Kehutanan, setidaknya
ada 11 (sebelas) lembaga dan instansi pemerintah di Pusat yang menentukan
upaya pemberantasan pembalakan liar tersebut, akan tetapi kerjasama kuratif yang
bersifat polisionil tersebut tidaklah mudah mewujudkannya dalam pemberantasan
illegal logging. Oleh karena itu tulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan

pemikiran bagi pengambil kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah.

3.4.2. Erdiansyah, (Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau) Jurnal Ilmu
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Hukum - Fakultas Hukum Universitas Riau VOLUME 4 NO. 3

September 2014-Januari 2015 (Jurnal Kehutanan 2)

Dalam perkembangan kaedah hukum pidana Indonesia, korporasi dapat
dibebani dengan pertanggungjawaban pidana atau dapat dikatakan sebagai subjek
hukum pidana. Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran
Hutan dan Lahan di Provinsi Riau, meskipun undang-undang kehutanan dan
lingkungan dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk membebankan
criminal liability terhadap korporasi, namun Pengadilan Pidana sampai saat ini
terkesan enggan untuk mengakui dan mempergunakan peraturan- peraturan
tersebut. Hambatan Dalam Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau, beberapa hambatan antara lain:

a.  Ketidaksederhanaan perangkat hukum dan perangkat peraturan perundang
undangan;

b.  Profesionalisme aparat penegak hukum lingkungan,dan;

c.  Kesadaran hukum masyarakat dan sarana yang mendukung penegakan

hukum

3.4.3. Indriati Amarini, Mengefektifkan Sanksi Pidana Korporasi Dalam
Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup (Analisis Kasus Kebocoran
Sumur Minyak Montara di Laut Timor) Jurnal Kosmik Hukum Vol.
16 No. 1 Januari 2016 ISSN 1411-9781 (Jurnal Kehutanan 3)

Persoalan lingkungan menjadi semakin kompleks, tidak hanya bersifat

praktis, konseptual, ekonomi saja, tetapi juga merupakan masalah etika baik sosial
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maupun bisnis. Hukum pidana tidak hanya melindungi alam, flora dan fauna (the
ecological approach), tetapi juga masa depan kemanusiaan yang kemungkinan
menderita akibat degradasi lingkungan hidup (the antropocentris approach).
Sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup seringkali mengalami kendala yaitu diantaranya mencari ahli
kehutanan, ahli perkebunan, ahli pidana korporasi memerlukan waktu yang lama,
saksi atau calon tersangka tidak diketahui keberadaannya, terutama warga asing
serta kondisi geografis sulit dijangkau. Dalam kasus Montara maka perlu adanya
upaya-upaya mengorganisasikan secara sistematis kebijakan kriminal (criminal
policy) dengan menggunakan secara berpasangan langkah- langkah yuridis
(penggunaan hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana) maupun
langkah-langkah non yuridis dalam bentuk tindakan-tindakan pencegahan dalam
mengatasi kendala-kendala di atas. Selain itu diperlukan kerjasama penegakan
hukum dengan pendekatan multi-door (terpadu).

Penggunaan hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk
menanggulangi kejahatan nampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari
praktik perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan
hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum pidana yang
dianut di Indonesia dan dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah
eksistensinya tidak dipersoalkan. Dalam konteks penegakan hukum lingkungan
melalui jalur pidana bisa digunakan dalam berbagai kasus yang melibatkan

korporasi.
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3.4.4. Ridho Kurniawan & Siti Nurul Intan Sari D, Pertanggungjawaban
Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi
Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup) Jurnal Yuridis
Vol.1 No.2, Desember 2014: 153 - 168 ISSN 1693448 (Jurnal
Kehutanan 4)

Pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh hukum pidana Indonesia dan
Hukum Lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009
tentang Perlindugan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih mensyaratkan
adanya kesalahan. Prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan
menyulitkan penegak hukum dalam proses pembuktian pidana. Undang- Undang
No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
telah mengatur masalah pertanggungjawaban mutlak (strict liability), namun
demikian pertanggung jawaban mutlak (strict liability) tersebut hanya sebatas
kewajiban untuk membayar ganti rugi dalam hal gugatan keperdatan.

Pertanggungjawaban mutlak (strict liability) dalam hukum pidana
diartikan sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan yaitu pertanggungjawaban
pidana tanpa perlu pembuktian lebih jauh terhadap kesalahan dari si pelaku.
Dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup yang melibatkan korporasi perlu
pula diterapkan asas pertanggungjawaban mutlak (strict liability), sehingga
pertanggungjawaban mutlak (strict liability) ini bisa diperluas penerapannya
bukan hanya terhadap gugatan ganti rugi secara keperdataan melainkan dapat pula
dilakukan perlindungan hukum secara kepidanaan. Dengan adanya

pengintegrasian hukum tersebut diharapkan akan dapat mempermudah dalam
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proses pembuktian tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh
korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana
korporasi berdasarkan asas strict liability dan implikasinya dalam proses

pembuktian tindak pidana lingkungan hidup.

3.4.5. Abdul Roup, Muridah Isnawati, Sudarto, Pertanggungjawaban
Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah
Agung no. 13 Tahun 2016, Justitia-Jurnal Hukum Volume 1 No.2
Oktober 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380 Halaman
294-322 (Jurnal Kehutanan 5)

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir,
baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kaitannya
korporasi sebagai subjek hukum pada tindak pidana lingkungan hidup dirumuskan
pada pasal 1 angka 32 UUPPLH, setiap orang adalah orang perseorangan atau
badan usaha, baik yang berbadan hukum mapun yang tidak berbadan hukum.
Dalam konteks tindak pidana korporasi lingkungan hidup masih belum bias
menjerat korporasi dalam sanksi pidana dikarena belum adanya payung hukum
terkait tata cara penanganan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh
korporasi.

Dengan disahkannya Perma No. 13 Tahun 2016 tentang tata cara
penanganan tindak pidana korporasi memberikan pijakan bagi penegakan hukum
pidana, tujuan penelitian ini mengetahui bentuk pertanggung jawaban pidana

korporasi lingkungan hidup serta akibat hukum pasca disahkan Perma no. 13
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tahun 2016, metode penelitian ini menggungakan metode yuridis normatif serta
menggungakan pendekatan statue approach yaitu pendekatan melalui perundang
undangan, hasil dari penelitian ini adalah Perma No. 13 tahun 2016 ini
menjadikan landasan yang kuat guna menjerat korporasi dalam melakukan tindak
pidana lingkungan hidup. Pasal 4 Perma No. 13 tahun 2016, korporasi dapat
dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi
dalam Undang-Undang yang mengatur tentang korporasi. Apabila tindak pidana
lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan
pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:a. Badan usaha; dan/atau b. Orang
yang member perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang
bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Akibat hukum
yang dapat dibebankan pada korporasi dalam melakukan tindak pidana

lingkungan hidup diatur dalam Pasal 97 sampai Pasal 119 UUPPLH



